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Abstrak
Artikel ini berusaha menunjukkan bagaimana Teori Offense-Defense dapat menjelaskan
kebijakan reformasi pertahanan Jepang memungkinkan negara tersebut memainkan peran
keamanan global yang lebih komprehensif yang sepadan dengan kemampuan, sumber daya,
kepentingan nasional, serta tanggung jawab internasional-nya. Melalui lensa offense-defense,
artikel ini akan memperdebatkan bahwa reformasi kebijakan pertahanan Jepang merupakan
tanggapan terhadap peningkatan dominasi perilaku 'ofensif' negara-negara tetangga Jepang di
kawasan Asia Timur. Artikel ini kemudian akan menguraikan unsur-unsur teori offense-defense
dalam menganalisis dominasi perilaku ofensif yang mendorong negara-negara Asia Timur,
termasuk Jepang, dalam berperilaku agresif dan defensif. Selanjutnya, makalah ini akan
menjelaskan mengapa Jepang saat ini memainkan peran 'defensif' untuk menangkal peningkatan
dominasi perilaku ofensif di Asia Timur melalui empat variabel keseimbangan ofensif-defensif:
doktrin dan teknologi militer, pertimbangan geografis, tatanan sosial dan politik, serta tatanan
diplomatik. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa Jepang memegang peranan kunci dalam
keseimbangan keamanan di tengah ketegangan kawasan Asia Timur.
Kata Kunci
Teori Offense-defense, Jepang, Reformasi Pertahanan, Keamanan dan Pertahanan, Asia Timur.
Abstract
This paper will seek to demonstrate how the use of Offense-Defense Theory can best explain the
Japan’s new defense reform legislation that enables the country to play a more comprehensive
global security role commensurate with its capabilities, resources, national interests, and
international responsibilities. Through this offense-defense lens, it will be argued that Japan’s
new defense reform legislation is a response to the growing dominance of ‘offensive’ behaviour
by the neighbouring countries in East Asia. This paper will then elaborate more about the
elements that are used in the offense-defense theory to analyze the ‘offense’ dominance that
prompts East Asian states behave aggressively and defensively including Japan. Furthermore,
this paper will explain why Japan is currently playing the ‘defensive’ role to counter the growing
dominance of ‘offense’ in East Asia through the four variables of offense-defense balance;
military doctrine and technology, geographical considerations, social and political order, and
diplomatic arrangements. Thus, we will see that Japan holds the key to the offense-defense and
security balance in the increasingly hostile environment in East Asia.
Keywords
Offense-defense theory, Japan, defense reform, security and defense, East Asia.
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PENDAHULUAN
Pada tahun 1941 Jepang menandai Perang Pasifik dengan penyerangan pangkalan
militer Amerika Serikat (AS) yakni Pearl Harbour. Sejak saat itu, Jepang bermain sangat
agresif di Perang Dunia II. Jepang yang tidak mau menyerah, mengharuskan Amerika
Serikat untuk mengebom dua kota di Jepang yakni Hiroshima dan Nagasaki. Pengeboman
tersebut memukul mundur Jepang, hingga akhirnya mereka menyerah di pertengahan
tahun 1945. Sebagai dampak dari kekalahan tersebut, Jepang dan Amerika membuat
sebuah perjanjian yang mengatur militerisme Jepang. Sejak tahun 1947, pelarangan
terhadap pembentukan militer tradisional telah tertera di konstitusi Jepang. Sebagai
akibatnya, Jepang hanya diperbolehkan untuk memilki sebuah Self Defense Force (SDF)-yang berfungsi sebagai pertahanan territorial. Walaupun dengan adanya keterbatasan ini,
SDF telah menjalankan beberapa misinya yakni sebagai logistic role, serta membantu
tentara AS yang berada di Jepang, dengan balasan Amerika memberikan perlindungan
untuk negara Jepang (Teslik, 2006). Beberapa ahli dan akademisi mengamati adanya
perubahan atau “remilitarisasi” dalam tubuh pertahanan Jepang dalam dua dekade
terakhir. Sebagai contohnya di tahun 2001, Angkatan Laut Jepang menenggelamkan
kapal milik Korea Utara di perairan Tiongkok. Tidak hanya itu, Jepang juga mengirimkan
tentaranya untuk mengikuti misi AS di Afghanistan dan Irak--yang merupakan
pengiriman tentara Jepang ke luar negeri pertama sejak Perang Dunia II (Teslik, 2006).
Dalam pidatonya di awal tahun 2015, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe
menyatakan keinginannya untuk mengamandemen konstitusi Jepang, terutama pada
Artikel 9, mengenai pelarangan Jepang untuk memiliki kapabilitas militer yang offensive.
Perubahan perilaku Jepang di sektor keamanan dan pertahanan adalah implikasi langsung
dari dominasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT, Tiongkok) di Asia Timur, bangkitnya
postur militer Korea Selatan, dan aktivitas pengembangan teknologi nuklir di Korea
Utara. Hubungan bilateral antara Jepang dan Tiongkok sebagai contohnya, selalu
diwarnai oleh konflik. Sejak tahun 2010, tercatat adanya beberapa kasus sengketa maritim
antara kedua negara ini yang berimplikasi kepada hubungan politik dan keamanan.
Negara-negara semenanjung Korea juga memiliki perannya masing-masing dalam
menambah insecurity Jepang di Asia Timur (Cook, 2014). Korea Selatan, sama halnya
dengan RRT, pernah mengalami sejarah yang buruk atas kekejaman militer Jepang.
Untuk itu, dengan adanya military build-up yang dilakukan Korea Selatan, maka sangat
mungkin Jepang akan merasa terancam. Terlebih lagi, dalam menghadapi ancaman nuklir
dari Korea Utara, Jepang ingin mencegah serta menghentikan percobaan nuklir dari
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Korea Utara dimana hal ini dianggap telah melanggar batas territori Jepang (Cook, 2014).
Maka demikian, untuk mencegah terjadinya ancaman lain yang akan datang, serta demi
melindungi kedaulatan negara, Jepang merasa perlu untuk melakukan sebuah reformasi
di tubuh militernya.
Jepang

sendiri,

di

sisi

lain,

juga

berkeinginan

untuk

mengurangi

ketergantungannya terhadap Amerika Serikat. Mengingat Tiongkok yang sangat asertif,
Jepang merasa bahwa Amerika tidak akan selamanya dapat memastikan dan menjaga
keamanan Jepang. Sementara di sisi lain, Amerika Serikat juga menginginkan partisipasi
yang aktif dari Negara-negara yang tergabung dalam aliansi pertahanannya, terutama
dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok. Oleh karena itu, dengan memiliki sebuah
militerisme yang kuat dengan kapabilitas yang offensive, akan membuat Jepang lebih
‘percaya diri’ dihadapan power dari negara-negara sekitarnya. Melihat paparan di atas,
tulisan ini berargumen bahwa Jepang sedang memainkan peran sebagai defense balancer
melalui reformasi kebijakan pertahanan dan keamanan sebagai respons terhadap perilaku
offensive Negara-negara tetangganya yang pada akhirnya berkontribusi terhadap
keseimbangan offense-defense di kawasan Asia Timur.
Tulisan ini akan menggunakan paradigma struktural-realis dengan mengacu pada
teori offense-defense seperti yang dipaparkan Stephen Van Evera (1998). Analisis yang
dilakukan akan memuat faktor penyebab perang dan apa yang membuat perang dapat
dihindari dengan adanya offense-defense balance. Selanjutnya akan dijelaskan penyebab
Jepang melakukan reformasi kebijakan pertahanan sebagai respon terhadap dominasi
offense di Asia Timur.
METODOLOGI
Teori Ofensif-Defensif
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa, makalah ini akan mencoba
menganalisa perilaku Jepang dengan menggunakan teori Offense-Defense yang
dirumuskan oleh Stephen Van Evera. Teori ini juga berangkat dari konsep security
dilemma milik Robert Jervis. Jervis (1978, hal. 172) menjelaskan bahwa security dilemma
dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena aksi dan reaksi antara beberapa negara di
mana tindakan suatu negara untuk meningkatkan keamanannya akan berakibat atau
dianggap melemahkan keamanan negara lainnya. Prediksi dasar mengenai keseimbangan
offense-defense adalah apabila offense mendominasi maka security dilemma akan
meningkat, lalu diikuti oleh perlombaan senjata, dan pada akhirnya perang kemungkinan
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besar akan terjadi. Oleh karena itu, perang dapat dicegah apabila defense dapat
mengungguli dominansi offense (Glaser & Kauffman, 1998, hal. 45). Merujuk kepada hal
tersebut, tulisan ini akan memposisikan Jepang sebagai defender dalam dinamika
keamanan di Asia Timur. Penulis tidak akan menggunakan teori ini untuk menjelaskan
mengapa perang tidak terjadi di kawasan tersebut, melainkan akan berusaha menjelaskan
bagaimana Jepang memainkan perannya sebagai defender melalui variabel-variabel yang
akan dibahas selanjutnya.
Setidaknya ada tiga alasan mengapa teori offense-defense merupakan teori yang
tepat dalam menganalisa perilaku Jepang: pertama, teori ini dapat menjelaskan secara
komprehensif bagaimana dinamika yang terjadi di Asia Timur, meliputi banyak aspek
yang terdiri dari kebijakan pertahanan dan keamanan, serta kebijakan luar negeri. Selain
itu, teori ini juga mencakup berbagai fenomena yang dianggap penting sebagai penyebab
terjadinya perang (Van Evera, 1998, hal. 41)1; kedua, teori offense-defense juga memiliki
cakupan penjelasan yang luas, teori ini dapat menyederhanakan penyebab-penyebab dan
penjelasan perang dalam sebuah garis besar; ketiga, offense-defense dapat diaplikasikan
di dunia nyata. Situasi di mana offense mendominansi saat ini mungkin jarang, namun
persepsi akan ancaman itu masih tersebar luas di seluruh dunia. Salah satunya adalah
persepsi ancaman yang diangkat dari sudut pandang Jepang dalam tulisan ini. Serta
keempat, teori offense-defense memiliki nilai kegunaan yang banyak, di antaranya juga
dipengaruhi oleh kebijakan nasional, dan luar negeri. Oleh karena itu teori ini juga
mencakup dan menjadi subjek dari political will.
Teori offense-defense menawarkan sebuah pandangan baru dalam politik
internasional yang didasari pada argumen bahwa, perang dapat dicegah ketika defense
mendapatkan keuntungan atas offense dalam skema offense-defense balance (Glaser &
Kauffman, 1998). Van Evera (1998, hal. 5-6) berargumen bahwa perang akan terjadi
apabila conquest mudah dilakukan, dan terjadi pergeseran keseimbangan dalam offensedefense yang dapat memperbesar risiko pecahnya perang. Van Evera juga menjelaskan
setidaknya ada sepuluh penyebab perang jika offense mendominansi keseimbangan di
sebuah kawasan. 1. Apabila negara-negara mudah untuk dikuasai, situasi ini akan
membuka kesempatan untuk melakukan ekspansi, bahkan bagi negara dengan kekuatan
menengah sekalipun; 2. Self-defense sulit, sehingga negara menjadi semakin insecure.
Situasi ini mendorong mereka untuk memperkuat diri dengan cara defensif; 3. Rasa
insecure negara juga mendorong mereka untuk menolak ekspansi negara lain dengan cara
yang lebih keras. Peningkatan kekuatan oleh negara lain dapat mengancam keamanan
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nasional negara sendiri, sehingga bukan tidak mungkin expansionism dapat melahirkan
respon yang lebih keras; 4. Kesempatan bagi negara sebagai penyerang pertama terbuka,
menambah resiko terjadinya preemptive war; 5. Jendela kesempatan dan kerentanan lebih
besar, meningkatkan bahaya perang preventif; 6. Negara-negara lebih sering mengadopsi
taktik diplomasi fait accompli, dan taktik seperti lebih sering memicu perang; 7. Negaranegara tidak kooperatif, sehingga negosiasi sering gagal dan perselisihan/sengketa sulit
diakhiri; 8. Negara-negara menaruh kebijakan luar negeri dan pertahanan dalam
kerahasiaan yang ketat, meningkatkan risiko salah perhitungan dan diplomatic blunder;
9. Perlombaan persenjataan terjadi begitu cepat sehingga lebih sulit untuk dikontrol,
meningkatkan risiko perang preventif dan perang false optimism; 10. Offense dominance
is self-feeding, bila conquest semakin mudah, maka negara akan mengadopsi kebijakankebijakan yang lebih mempermudah (sebagai contoh, kebijakan militer yang lebih
offensif) mereka untuk melakukan conquest.
Dengan melihat sepuluh variabel tersebut, setidaknya ada tiga asumsi dasar yang
tepat dalam menjelaskan perilaku Jepang. Yang pertama yakni, self-defense sulit,
sehingga negara menjadi semakin insecure. Kondisi ini, telah mendorong Jepang untuk
memperkuat diri dengan cara defensif. Disamping itu, saat conquest mudah dilakukan,
negara-negara akan menjadi ekspansionis karena perbatasan sulit untuk dilindungi.
Negara-negara akan menginginkan wilayah strategis, dan daerah kaya akan sumber daya
alam. Situasi ini tercermin dari banyaknya wilayah atau pulau yang saling diperebutkan
oleh tiga negara besar di Asia Timur. Negara-negara juga menolak ekspansi dengan cara
lebih keras saat conquest mudah dilakukan. Musuh dapat mengumpulkan momentum
yang lebih besar lagi untuk melakukan conquest; maka langkah yang tepat adalah
mencegah dan menghentikan momentum musuh tersebut. Sikap ini membuat perselisihan
menjadi lebih memanas.
Kedua, rasa insecure negara juga mendorong mereka untuk menolak ekspansi
negara lain. Penambahan kekuatan oleh negara lain dapat mengancam keamanan nasional
negara sendiri, sehingga bukan tidak mungkin expansionism dapat melahirkan respon
offensif. Ketika offense mendominasi, negara dipengaruhi oleh negara tetangganya yang
agresif sehingga mereka turut melakukan hal yang sama dikarenakan adanya temptation
dan fear. Negara tetangga ini melihat keuntungan dari agresi dan bahaya yang ada di
depan mata. Jika negara merasa terganggu dengan perilaku tetangga yang agresif tersebut,
negara akan menghadapi risiko lebih besar untuk terkena serangan. Ini mendorong
mereka untuk bersaing mengontrol sumber daya dan menciptakan kondisi yang dapat
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memberikan rasa aman. Dengan demikian negara menjadi agresor karena tetangga
mereka telah terlebih dulu bersikap agresif. Ini bisa dilihat dari perilaku Tiongkok yang
semakin dominan dengan menancapkan sphere of influence di daerah-daerah strategis
dan kaya akan sumber daya alam, serta berusaha mendikte kekuatan dari negara-negara
tetangganya. Sebab itu, Jepang berusaha memberikan respon setimpal yang bersifat
defensif untuk mengembalikan balance di kawasan Asia Timur, sesuai asumsi dari teori
offense-defense yang penulis angkat disini. Ketiga, negara-negara tidak kooperatif,
sehingga negosiasi sering gagal dan perselisihan/sengketa sulit diselesaikan. Ini bisa
dilihat dari kasus sengketa pulau dan wilayah di kawasan Asia Timur, terutama sengketa
wilayah yang melibatkan Tiongkok.

Bagan 1. Operasionalisasi Teori Offense-Defense di Asia Timur.
Sumber: olahan penulis.

Setelah paparan asumsi dasar di atas, tulisan ini setidaknya akan menggunakan
empat determinan dari Offense-Defense Balance untuk menjelaskan perilaku Jepang
sebagai defender (Van Evera, 1998, hal. 16-22):
a. Teknologi Militer dan Doktrin: Teknologi militer dapat menguntungkan kedua
belah pihak, baik negara aggressor maupun defender. Perubahan dan peningkatan
kapabilitas militer akan ditunjukkan melalui data-data pengeluaran dan pembelanjaan
Jepang. Untuk membuktikan faktor militer ini lebih lanjut, penulis akan melihat
perubahan persepsi pejabat dan masyarakat Amerika terhadap kehadiran militer Amerika
di Jepang, sebagai faktor yang mendorong Jepang untuk melakukan military build-up.

23

Global Jurnal Politik Internasional 18 (1)

b. Geografi: conquest akan lebih sulit ketika sebuah negara secara geografis
terisolasi sehingga menjadikannya jauh dari kemungkinan invasi. Wilayah Jepang yang
dipisah oleh laut, menyulitkan lawan untuk melakukan hal tersebut. Namun
kenyataannya, military build-up Jepang ternyata didorong oleh kemampuan militer
Tiongkok yang saat ini memiliki amfibi dan kapal selam sehingga dapat menjangkau
dataran Jepang terutama di daerah Senkaku Island.
c. Tatanan Politik dan Sosial: Rezim yang popular akan cenderung lebih baik
dalam hal conquest atau self-defense. Makalah ini akan berusaha melihat bagaimana
Shinzo Abe menggunakan isu defense reform untuk mencari popularitas, serta bagaimana
Abe menggunakan popularitasnya untuk mereformasi kebijakan pertahanan dan
keamanan Jepang.
d. Diplomatic arrangements: Terdapat tiga tipe dari diplomatic arrangements
untuk memperkuat pertahanan suatu negara dan mengapa negara terdorong untuk
melakukan military build-up yakni collective security systems, defensive alliances, dan
balancing behavior by neutral states. Jepang memiliki ketakutan tersendiri apabila
kerjasama keamanan tersebut gagal--berkaca pada kasus LBB--dalam situasi genting
menuju perang, oleh karena itu Jepang terdorong untuk melakukan military build-up
sebagai cara untuk survive di situasi yang dapat mengancam kemananan nasional maupun
yang tidak terduga.

PEMBAHASAN
Faktor Militer dan Teknologi
Salah satu determinan yang mempengaruhi negara dalam berperilaku offense
ataupun defense adalah faktor-faktor militer. Dinamika keamanan Asia Timur yang tidak
dapat di prediksi telah membuat Jepang berada di bawah tekanan baik dari Amerika
Serikat dan juga di dalam negeri untuk mengarahkan fokus pertahanannya ini dan
memperluas operasi militernya, dalam rangka merespon ancaman yang datang dari
Tiongkok dan Korea Utara.
Bagian ini akan menjelaskan faktor-faktor militer apa saja yang mendorong
Jepang untuk melakukan military build-up di kawasan Asia Timur. Penulis mengambil
tiga faktor yakni, perbandingan anggaran militer, manpower dan persenjataan, serta data
militer, dan polling masyarakat Amerika dalam memandang partnership dengan Jepang.
Ketiga faktor ini akan berusaha membuktikan apa saja yang mendorong Jepang untuk
melakukan reformasi pertahanan dan keamanan di Asia Timur. Sebelum melihat
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anggaran militer yang dimiliki oleh Jepang, penulis terlebih dahulu akan mengulas secara
singkat tentang perbandingan data anggaran militer, manpower, dan persenjataan yang
dimiliki negara-negara Asia dan Asia Timur.
Grafik 1. Pembelanjaan Militer dari Persentase GDP di Negara-Negara Asia Timur:
2000-2009.

Jepang

2009
2008
2007

RRT

2006
2005
2004

Korea Selatan

2003
2002
2001

Rusia

2000

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

Sumber: Cordesman, Burke, & Hammond (2010, hal. 6).
Tabel 1. Pembelanjaan Militer dari Persentase GDP di Negara-Negara Asia Timur: 20002009.
Jepang
RRT
Korea Selatan
Russia
2009
1.00%
1.40%
2.80%
3.40%
2008
0.90%
2.00%
2.80%
3.50%
2007
0.90%
2.00%
2.60%
3.50%
2006
1.00%
2.00%
2.60%
3.60%
2005
1.00%
2.00%
2.60%
3.70%
2004
1.00%
2.00%
2.50%
3.80%
2003
1.00%
2.10%
2.50%
4.30%
2002
1.00%
2.10%
2.40%
4.40%
2001
1.00%
2.00%
2.60%
4.10%
2000
1.00%
1.80%
2.60%
3.70%
Sumber: Cordesman, Burke, & Hammond (2010, hal. 6).

Dari data perbandingan anggaran militer ini menunjukan offense mendominasi di
kawasan Asia Timur, dengan Tiongkok sebagai negara yang memiliki jumlah manpower
terbanyak, disusul oleh Korea Utara. Sementara Jepang sendiri adalah negara dengan
jumlah manpower dan anggaran militer terkecil di antara tetangganya.
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Tabel 2. Jumlah Personel Militer di Negara-Negara Asia dengan Kekuatan Militer
Terkuat 2010 (dalam ribuan).
Korea
Korea
RRT
India
Jepang
Russia
Utara
Selatan
Aktif
2170
1315.45
215.56
1185
662
657
Cadangan
0
1155
41.6
665
0
0
Sumber: Cordesman, Burke, & Hammond (2010, hal. 8).
Tabel 3. Persenjataan Militer di Negara-Negara Asia Timur 2010.
Korea
Korea
Jepang
RRT
Selatan
Utara
Air Defense
840
7990
1480
21064
Air defense, guns
7700
330
11000
Air defense, man portable
10000
Air defense, surface-to-air missile
740
290
1138
Surface-to-surface missile
100
12
64
Aircraft
10
Aircraft, Transport
Aircraft, Utility
10
Anti-Tank
3600
7460
58
1700
Anti-tank, guns
260
58
Anti-tank, missile
630
7200
Anti-tank, ramped craft logistic
2740
1700
Anti-tank, rocket launcher
230
Artillery
1880
17830
10774
17900
Artillery, multiple rocket launcher
100
2400
185
2500
Artillery, self-propelled
210
1280
1089
4400
Artillery, towed
420
14000
3500
3500
Artillery, mortar
1150
150
6000
7500
Helicopter
423
499
424
Helicopter, assault
Helicopter, attack
200
126
60
Helicopter, search and rescue
7
Helicopter, special operations
6
Helicopter, support
53
278
21
Helicopter, transport
Helicopter, utility
170
88
337
Personnel Carrier
850
4440
2880
2500
Armored infantry fighting vehicle
1140
40
Armored personnel carrier
850
3300
2840
2500
Armored combat vehicle
Reconnaissance
100
Tank
880
7550
2750
4060
Tank, light
1000
560
Tank, main battle
880
6550
2750
3500
Sumber: Cordesman, Burke, & Hammond (2010, hal. 11).

Russia

293
293

25301
3976
6010
12765
2550
1278
635

643
31230
15330
9900
6000
2000
22800
150
22650

Jepang, dari perspektif yang berbeda, juga memiliki insentif yang kuat untuk
mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat. Sebagai negara yang khawatir
terhadap meningkatnya kekuatan Tiongkok, Jepang merasa Amerika tidak selamanya
akan mengurusi permasalahan kemanan di sana. Mempertahankan militer kuat dengan
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kemampuan offensive dapat membuat Jepang merasa lebih aman. Hal ini bukan berarti
Jepang akan menjadi Negara agresif seperti pada Perang Dunia II. Hanya saja, seperti
yang dikatakan Mearsheimer bahwa, “Jepang ingin menjadi negara yang normal, dengan
memiliki kemampuan militer yang kuat, fleksibel untuk pertahanan diri (Shad, 2015).”
Respon Amerika terhadap Jepang
Pemerintah Amerika Serikat menyambut hangat keputusan Jepang untuk
melakukan reformasi milternya guna meningkatkan peran Jepang dalam aliansi kedua
negara ini. Pada 2014, Department of Defense Quadrennial Defense Review menyerukan
kepada Negara-negara sahabat yang tergabung dalam aliansi pertahanan Amerika di Asia
dan Pasifik untuk mulai memainkan peran lebih aktif dalam konteks mutual security
interest. Sebagai tambahan, pejabat departemen keamanan nasional AS, juga melihat
keputusan Kabinet Shinzo Abe sebagai konteks yang penting dalam mewujudkan paduan
kerjasama pertahanan yang baru pada akhir tahun 2015 (Chanlett-Avery & Rinehart,
2016, hal. 1-4). Keputusan kabinet baru harus mengarah pada kelonggaran status SDF
yakni “integration in the use of force” terutama dengan militer Amerika Serikat. Amerika
melihat integrasi antar pasukan kedua negara ini diharapkan dapat memperkuat militer
Amerika-Jepang dalam mempersiapkan operasi bersama, menyatukan komando, dan
keperluan lainnya di masa depan.
Grafik 2. Opini Masyarakat dan Pejabat Amerika Serikat terhadap perjanjian
pertahanan Jepang-Amerika 2000-2014.
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Sumber: Kementerian Luar Negeri Jepang (2014).

Data ini menunjukkan opini publik dan para pejabat Amerika Serikat terhadap
kerjasama Amerika Serikat-Jepang. Terlihat bahwa mayoritas publik serta pejabat
pemerintahan AS masih memberikan kepercayaan mereka terhadap kerjasama keamanan
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AS-Jepang. Walaupun hal tersebut sempat mengalami penurunan pada periode 20122013, namun di tahun 2014 grafik kembali menunjukkan kenaikan. Penulis melihat hal
ini dikarenakan faktor kebangkitan Tiongkok di Asia Timur di mana AS berusaha terus
mengoptimalkan aliansinya dengan Jepang demi menjaga hegemoni dan aliansi
pertahanannya di kawasan Asia Timur.
Kondisi Geografis
Secara geografi, Jepang diuntungkan dikarenakan daratan Jepang terpisah oleh
laut dengan negara-negara lain di Asia Timur. Dari sudut pandang strategis, hal ini akan
meningkatkan nilai pertahanan Jepang. Namun, kemampuan Tiongkok untuk
menjangkau daratan terdekat yang dimiliki Jepang, menjadi salah satu faktor insecurity
terbesar bagi Jepang. Angkatan laut dan darat Tiongkok memiliki amfibi seperti tipe 071,
sebuah kapal perang amfibi yang juga dapat mengangkut mobil dan tank amfibi. Menurut
data Cordesman, Burke, & Hammond (2010, hal. 19), Tiongkok sendiri memiliki 83 unit
amfibi yang aktif dan dapat digunakan. Selain itu, kekuatan kapal selam Tiongkok yang
berjumlah 65 unit – yang diantaranya bertenaga nuklir, juga menjadi perhatian Jepang di
wilayah barat-laut mereka. Pulau terdekat yang dapat dijangkau oleh amfibi Tiongkok
adalah Senkaku – pulau yang disengketakan dua negara ini. Tentunya hal ini menjadi
dorongan besar Jepang untuk melakukan military build-up guna menangkal serangan atau
invasi dari jalur laut.

Gambar 1. Kondisi Geografis Asia Timur dan Wilayah Sengketa.
Sumber: GeoCurrents (2015).
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Tatanan Sosial dan Politik
Shinzo Abe pertama kali menduduki jabatan sebagai PM Jepang antara tahun
2006-2007. Dalam kampanyenya, Abe menekankan untuk mengakhiri stagnansi ekonomi
selama 20 tahun belakangan serta untuk mengarahkan kebijakan luar negeri yang lebih
assertive terutama dalam menghadap tensi antara Jepang dan Tiongkok (BBC News,
2012). Abe merupakan seorang figur yang hawkish. Gaya kepemimpinan ini terlihat saat
kampanye pemilu 2012. Saat itu, untuk pertama kalinya, isu keamanan dan pertahanan
nasional memainkan peran penting pada kampanye pemilu 2012. Shinzo Abe
menyuarakan agar

Jepang

meningkatkan anggaran pembelanjaan pertahanan,

memperlonggar status militer Jepang, dan ingin mengubah SDF menjadi lebih
militeristik. Abe juga ingin Jepang terlihat tangguh dan kuat dihadapan negara
tetangganya, sebuah ide yang tentunya sangat ingin didengar oleh masyarakat Jepang
pada waktu itu (Spitzer, 2012).
Tabel 5. Survey Calon PM Jepang 2012.
Sumber Poll
Kyodo News
Asahi Shimbun
Yomiuri
Shimbun
Kyodo News
Yomiuri
Shimbun
Kyodo News
(2)
Yomiuri
Shimbun
NHK
Kyodo News
Kyodo News

Tanggal Survey
3-4 November 2012
15-16 November 2012
16-17 November 2012

Noda DPJ
29.3%
31%
31%

Abe LDP
40%
33%
37%

Isihara JRP
-

17-18 November 2012
23-25 November 2012

32.1%
19%

35%
29%

22%

24-25 November 2012

30%

33.9%

-

28%

-

28%
39%
34%

-

30 November-2
21%
Desember 2012
7-9 Desember 2012
19%
8-9 Desember 2012
31%
12-13 Desember 2012
29%
Sumber: Sekiguchi (2012).

Hasil survey membuktikkan bahwa kampanye Abe yang mengangkat isu defense
reform Jepang selama masa pemilu 2012 dianggap berhasil mendongkrak popularitas
Abe. Ini dibuktikan dengan stabilnya perolehan dukungan terhadap Abe selama tahun
2012, yang pada akhirnya mengantarkan Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang
untuk kedua kalinya. Popularitas yang didapatkan dari pemilu ini membuat Abe berupaya
untuk mensentralisasi kebijakan keamanan di dalam tubuh Perdana Menteri dengan
membentuk “Japanese National Security Council” sebagai badan koordinasi kebijakan
keamanan nasional, hal ini akan menjadikan badan tersebut sebagai strategi keamanan
nasional Jepang pertama sepanjang sejarah.
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Diplomatic Arrangements
Dorongan terakhir mengapa Jepang melakukan military build-up adalah
ketakutan terhadap gagalnya konsep collective defense, collective security, dan perilaku
balancing dari neutral states yang tidak dapat ditebak. Semua negara akan berkaca pada
kasus gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah Perang Dunia II, tak terkecuali
Jepang. Oleh karena itu, negara-negara akan berusaha setidaknya untuk memiliki
kekuatan militer yang mumpuni dan aktif di dalam maupun di luar negeri. Jepang sendiri
juga menyadari keberadaan Amerika di Jepang tidak selamanya akan menjadi pelindung
abadi bagi negara sakura tersebut. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa Tiongkok telah
menjadi kekuatan utama di Asia, yang menyebabkan Amerika membutuhkan peran lebih
dari para sekutunya di Asia untuk mengimbangi kekuatan negara panda tersebut. Kendati
demikian, defensive alliance antara Jepang, Amerika, dan lainnya masih menjadi
pegangan utama untuk mengimbangi perilaku offense Tiongkok atau bahkan Korea Utara.
Sementara di wilayah lain, Jepang juga masih mengharapkan usaha balancing dari
negara-negara netral dan organsiasi regional lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan
nilai dan persepsi pertahanan Jepang di Asia Timur. Pada akhirnya, semua dinamika dan
persepsi atas diplomatic arrangement ini juga terbukti mendorong Jepang untuk
melakukan military build-up.
Kelemahan Teori
Penulis berpendapat bahwa untuk mengukur keseimbangan dari offense-defense
ini sulit dilakukan. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Gideon Akavia (1999) dalam
seminarnya yang berjudul “The Offense-Defense Balance: Why Better Theory Leads to
Worse History” bahwa meskipun terdapat beberapa faktor yang mendukung offense atau
defense, kriteria balance sendiri masih dipertanyakan. Penulis merasa beberapa asumsi
sulit diukur dengan data-data terkait. Penulis juga melihat ketidakjelasan parameter
mengenai sejauh mana peran defender yang dilakukan Jepang dapat mengimbangi
dominansi offense Tiongkok dan negara tetangga lainnya. Kritik yang sama juga
diungkapkan oleh Akavia, yakni terdapat perbedaan saat mengukur balance dan
keberadaan dari teori tersebut secara umum, namun perbedaan ini tidak disadari oleh Van
Evera. Akavia juga menyatakan sangat sulit untuk mencari unsur-unsur balance yang
lebih spesifik. Misalnya, sejauh mana offense-defense dapat diukur? Apakah hal tersebut
dapat diukur dari efektifitas pasukan di darat (sebelum perang) atau saat perang? Kendati
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demikian, teori ini setidaknya dapat menjadi alternatif lain untuk menjelaskan fenomena
tertentu dalam ilmu hubungan internasional.
SIMPULAN
Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, mengharuskan mereka menerima
konsekuensi yakni, pembatasan atas kepemilikan militer tradisional. Namun, seiring
dengan berjalannya waktu serta dinamika kawasan yang mulai mengancam keamanan
negara, memaksa Jepang untuk melakukan reformasi terhadap konstitusinya dalam hal
pertahanan.
Teori offense-defense milik Van Evera, merupakan penjelasan yang tepat dalam
kasus reformasi kebijakan pertahanan yang dilakukan Jepang. Dari sepuluh hipotesis Van
Evera mengenai penyebab perang, tiga di antaranya dapat menjelaskan penyebab military
buildup oleh Jepang. Variabel-variabel dalam teori tersebut terpenuhi dan terbukti dapat
memperlihatkan Jepang sedang memainkan perannya sebagai defender melalui faktorfaktor yakni, militer--peningkatan kapabilitas militer yang didorong oleh tindakan offense
Tiongkok, Korea Utara, dan Selatan, kondisi geografis Jepang yang mengharuskan
baginya untuk melakukan peningkatan armada dan pengawasan dikarenakan ancaman
angkatan laut dari Tiongkok, tatanan sosial dan politik di mana popularitas sebuah rezim
berkorelasi dengan keinginan negara untuk mereformasi sektor strategisnya, serta
diplomatic arrangements yang diasumsikan memiliki potensi untuk gagal dalam
melindungi keamanan Jepang. Untuk itu, tulisan ini dapat menyimpulkan bahwa Jepang
turut berkontribusi atas keseimbangan offense-defense dan dinamika keamanan di Asia
Timur. Selain itu penulis juga melihat bahwa Jepang pada akhirnya berperan dalam
mempertahankan status-quo di Asia Timur dimana perang tidak terjadi hingga saat ini di
kawasan tersebut. Hal ini membuktikan asumsi teori offense-defense, yakni perang bisa
dihindari apabila defense mendominasi atau menyeimbangkan dominasi offense.
Kendati demikian, teori ini masih belum mampu menjelaskan sejauh mana
offense-defense balance dapat diukur secara rinci. Selain itu, penjelasan teori ini hanya
terbatas pada situasi yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan asumsi yang diberikan. Secara
umum, teori offense-defense dapat menawarkan pandangan yang luas tentang penyebab
perang dan dinamika keamanan dan pertahanan di suatu wilayah tertentu yang dapat
dibuktikan dengan analisis yang diangkat dalam makalah ini. Sehingga, dapat
disimpulkan bahwa teori ini masih relevan dalam melihat penyebab-penyebab perang
serta perilaku negara dalam dinamika hubungan internasional di era kontemporer saat ini.
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